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BAB V 

PENUTUP 

 

1.1 Kesimpulan 

Bertolak dari latar belakang, pembahasan dapat disiskripsikan beberapa 

ringkasan kesimpulan sebagai berikut: 

5.1.1 Peran media massa dalam peningkatan partisipasi pemilih pemula pada 

pilkada tahun 2020 di Kota Mataram yaitu sebagai Pemberi Informasi 

yaitu media massa memiliki peran yang sangat penting pada peningkatan 

partisipasi pemilih masyarakat di karnakan posisinya sebagai pemberi 

informasi yang banyak di butuhkan masyarakat untuk mendapatkan 

informasi yang terkait dengan pilkada 2020 di Kota Mataram, media 

massa juga membantu masyarakat untuk mempelajari cara berpartisipasi 

dengan benar pada pilkada. Membantu masyarakat memperluas 

wawasan dan pengetahuannya mengenai pemilihan umum sehingga 

menimbulkan kesadaran masyarakat dan pemilih pemula mengenai 

fungsinya sebagai warga negara yang memiliki kewajiban untuk 

berpartisipasi dalam pemilihan umum. 

5.2.1 Pada Pilkada tahun 2020 Lombok TV dan TVRI NTB mengalami 

beberapa kendala dalam meningkatkan partisipasi masyarakat. Terlebih 

lagi pada Pemilihan Walikota dan Wakil Walikota Mataram Tahun 2020 

dilaksanakan pada masa Pandemi, hal ini berpengaruh pada ruang gerak 

dari Lombok TV dan TVRI NTB sebagai penyelenggara Pemilu, begitu 

juga dengan KPU dan Bawaslu. Pada Pemilihan Walikota dan Wakil 
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Walikota Mataram Tahun 2020 kami memperbaharui metode penyiaran 

untuk meningkatkan parsipasi masyarakat, seperti kontennya. 

1.2 Saran  

5.2.1 Warga masyarakat yang berada di NTB khsususnya di Kota Mataram 

maupun semua masyarakat yang berada di Indonesia hendaknya lebih 

membuka dirinya untuk menunjukkan kemampuannya dalam dunia 

politik, sehinggah dapat meningkatkan kualitas peran masyarakat dalam 

partisipasi politik. 

5.3.1 Pemerintah seharusnya menyediakan fasilitas-fasilitas yang dapat 

mendukung kegiatan masyarakat dalam meningkatkan partisipasi dalam 

pelaksanaan Pilkada tahun 2020, serta pemberian sosialisasi yang 

ditunjukkan khusus untuk masyarakat sehinggah dapat merangsang 

keinginan masyarakat untuk ikut berpartisipasi dalam pelaksanaan 

pilkada tahun 2020. 
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